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PUTUSAN
Nomor 431 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SUPANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,
Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS);
Pemohon Kasasi;

Lawan
BUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di Jalan
Batalipu Nomor 3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan
Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,
tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supandi;

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan
Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,
tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supandi, sampai perkara
a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
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Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:
888/229.26/V/IBKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Drs. Supandi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol
Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Drs. Supandi;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak
Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat
seperti semula atau yang setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Lurium Litis
Consortium);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu, dengan Putusan Nomor 30/G/2018/PTUN.PL., tanggal
17 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan
Nomor 31/B/2019/PTTUN.MKS., tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019, dan diterima pada
tanggal 4 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2019, permohonan

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang
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diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal

17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Penggugat secara keseluruhan;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 17
Desember 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tertanggal 15 Maret 2019;

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan
hukum;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam
penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang
dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesuai Putusan
Pengadilan Negeri Buol Nomor 132/PID.SUS/2010/PN.Bul., tanggal 7
April 2011, oleh karenanya berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur
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bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum
penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum”;

— Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa telah
melakukan kajian dan telaah atas permasalahan hukum Penggugat,
termasuk juga memperhatikan surat dari Direktur Pengawasan dan
Pengendalilan Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian
dan Pensiun PNS Nomor F.IV.26-30/Kel.13-10/63, tanggal 2 Maret
2018, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor
B757/KASN/4/2018, tanggal 4 April 2018 dan Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018,
sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum
dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus
ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. SUPANDI;
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2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H.,
M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para

pihak.
Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd/. ttd/.
Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irffan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.
Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara
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